SATUAN PELAKSANA PENANGGU

Menimbang: a.

Mengingat :

—

PERATURAN WaLkors M
NOMOR 34 TAHUN 201

TENTANG

ORGANISAS| DAN TATA KERJA

LANGAN BENCANA DAN PENGUNGS]
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Esa

WALIKOTA MAGELANG,

! pencegahan, kesiapsiagaan,
penanganar_w darurat hingga pémulihan/rehabilitasi  dan
rekonstruksi,  termasuk Pénanganan  pengungsi dengan

menekankan  aspek Pe€nanganan  bencana pada upaya

penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan
ketepatan bertindak:

bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal Pemerintah
Daerah belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi
dengan fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan
bencana;

bahwa dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Magelang belum

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu
membentuk satuan pelaksana penanggulangan bencana dan
pengungsi; ,

' ' dimaksud dalam
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana .
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1930 tentang I_Dembentykan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

a Barat;
Jlfr\:\ézgg-nl?r?;a?lzn l\:li\;vnor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Negara Republik
-undangan (Lembaran
ﬁ}%ﬁgggg T:ﬁ{:t;n%%%% Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);




..2_

3. Undang-Undang Nomor

32 Tat
Daerah (Lembaran e alqn 2004 tentang p .
125, Tambahan gara RePUbhk Indone 2 FerEntahan

Lembaran sia Tahun 2004 Nomor
o oSaimana telap gy pag e, FEPUbIK Indonesia. Nomer

Undang-Undang Nomer 19 TU ah beberapg kali, terakhir d
hun 200 ; ir dengan
atas Undang-U a 8 tentan
Daerah (Ler?wb;rgﬁnrgeNomor 32 Tahun 2 4 tegtsr?g;ug:;ﬁirﬁ:ggi
59, Tambahan Lembarg?}rgezzggt;{“: lntc)ilc_?esia rahun 2008 Nomor
Puplik | i
4. gndang-Ulndang Nomor o4 Tahunndor;e;; Nomort48:14)
T:r?t?r?gggC??ngr?lgmBo?ng?;naTgﬁgnaiaran Negara Repubiik Indzg:sl}g
Indonesia Nomor 4723);’ an Lembaran Negara Republik

2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahyn 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan  Presiden Nomor 21  Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahaan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kota Magelang;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis
Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

DAN PENGUNGSI.

BAB|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
D .
1alam Per aturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Magelang.
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. h adalah \wa
erintah Daera : alikota ¢
2 er:r;/elenggara Pemerintahan Dagrap, " Perangkat daerah sebagai unsur

an Pelaksana Penanggulangan Ben

atu cana d : _

3. zsingkat SATLAK PBP adalﬁlh Organisas; nonagtrzipgunga yang selanjutnya
snanggulangan bencana baik sebelum, pags ural yang melaksanakan

g terjadi di Daerah. Saat m

fan aupun sesudah bencana

4 kehidupan dan pengh
nganggu Penghidupan m
g:to? alam dan atau faktor nop e aSyarakat yq

ingkungan, kerugian harta bends dan ¢

ng disebabkan baik oleh

Maupun faktor Manusia, kerusakan
ampak psikologjs. '

BAB ||
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan Penanggulangan bencana dan pengungsi di Daerah,
Pemerintah Daerah membentuk SATLAK PBP

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
SATLAK PBP berkedudukan di Daerah dan diketuai oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

() SATLAK PBP mempunyai tugas:

. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana dan pengungsi yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penangg'ulangan
bencana dan pengungsi berdasarkan peraturan perundang-undanganl,

© Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Mmenyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan
Dengungsk

€. mel a enanggulangan bencana kepada Kepala
Dae?ggrzae?iagegzaﬁnggsgliar;alzm kc?ngdisi normal dan setiap saat dalam

ondisi daryrat bencana; .
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;




Y

ertanggungjawabkan Nggunaan o ,
g meﬂ;zran Pendapatan dan Belanja Daerah E:jlgngaran yang d|t_er|ma dail
Q:g tidak mengikat; dan Sumber dana Iain yang sah

gulangan bencang dan pengungsi
a. dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan ef pengHng

isien; dan
rlgkoordinasian pelaksanaan kegiatan
e

Penanggulangan bencana dan
" pengungsi secara terencana, terpady dan menyeluryh,
P

BAB Il
ORGANISAS|

Bagian Kesaty
Susunan Organisasi

Pasal 6
Susunan organisasi SATLAK PBP terdiri atas:
a. Ketua;
b. Pengarah; dan
¢. Pelaksana.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 7

(1) Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua
SATLAK PBP.

i Ketua
(2} Pengarah mempunyai tugas memberikan masukaneci:.ilaTl ns;,gasrian kepada Ke
SATLAK PBP dalam penanggulangan bencana dan pengungsi.

) Pengarah menyelenggarakan fungsi : unasi Daorah

4. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan peng

b, Pemantauan: |
| dan pengungsi.

C. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peng

Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.

. ; i erah, yakni dari
AN990ta Pengarah berasal dari lembaga/ mstsnrs]lC :s;n:;:?gngﬁ‘ngsi. y
adan/dinas terkait dengan penanggyianga” =

2)
3)




Pasal 9
laksana SATLAK PBP sebagaimana i
rpne[aksanaka” penanggulangan benca

meliputi:
5. prabencana,
p. saattanggap darurat; dan

C. pascabencana. |

maksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas
na dan Pengungsi secara terintegrasi

Pasal 10

Pelaksana SATLAK PBP menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian;

b. pengkomandoan; dan

¢. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan
fungsi koordinasi Pelaksana SATLAK PBP dilaksanakan melalui koordinasi dengan
satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di
Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra
bencana dan pasca bencana.

Pasal 12
Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk : _
+ Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan p?ngungsu
PeNyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan pengungsi;
Penentuan standar kebutuhan minimum; )
Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana dan pengungsi;
Pengburangan risiko bencana;
Pembuatan peta rawan bencana; )
Penyusunan anggaran penanggulangan bencana dan pengungst; ~
Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana dan pengungsll ,dan
Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan
€ncanga,

Qe o o0 oo
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Pasal 13
omando sebagaimana dimgak

fung®! 1 pelaksana SATLAK PBP
Komzngerahan sumber daya Manusia:
Eengerahan peralatan;

gerahan logistik;

laksanakan mgf:;&io; uruf b, mer upakan fungsi

o pen
0 enyelamatan;

d - ; :

ari satuan kerja persnlgk.at daerah.lamnya' Instansi vertika| yang ada di Daerah
serta langkah-langkah lain yang diperlukan dajam rangka penanganan darurat
bencana

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pas
fungsi pelaksana Pelaksana SATLAK pBp dilaksanak
terintegrasi dengan_satuan kerja Perangkat daerah |
vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan
penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan pery

al 10 huruf ¢, merupakan
an secara terkordinasi dan
ainnya di daerah, instansi
kebijakan penyelenggaraan
ndang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISAS| PELAKSANA

Pasal 14

Susunan Organisasi Pelaksana SATLAK PBP terdiri atas:
a. Ketua;
. Sekretariat:

b

¢. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan

¢ Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15
Pelaksana SATLAK pBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk
Satuan Tugas.

Pasal 16

) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berada di
awah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
() Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas :

3 sebagaj penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan
©Ncana dan pengungsi;
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kan dan menet .
merumusk , apkan ke
pengungs! sesuai kewenangannya. Piiakan Penanggulangan bencana dan

i bagaimana dimak
kretariat s€b - dimaksud gg)q
g:kretafis, Wakil Sekretaris dan Bendahara,m Pasal 14 huruf b terdiri dari

2 gekretaris di bawah dan bertanggungjawab ke

ksi sebagaimana dimaksud dajam Pas
( c?iioordinir oleh seorang Ketug Seksi dib -y hyrUf O hurdf d dan huruf f

anggota.

Pada Ketua Pelaksana.

Pasal 18

sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huryf b mempunyai tugas:

. memberikan pelayanan staf, administras;
PBP;

b. menyusun rencana kegiatan SATLAK PBP;

dan urusan rumah tangga SATLAK

¢. menyusun rencana kelengkapan sarana dan Prasarana kegiatan SATLAK PBP:;

d. membantu merumuskan k_ebijakan dan penyiapan koordinasi dibidang
penanganan bencana sebagai bahan laporan, evaluasi kegiatan SATLAK PBP;

e. merumuskan operasionalisasi kebijakan Program dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan sebagai bahan laporan kepada Ketua Pelaksana:

f. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan dan penyimpanan serta
penyaluran bantuan bencana:

9. melaksanakan pemberian pelayanan administrasi keuangan dan administrasi
umum, koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 19

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf ¢ mempunyai tugas:

A melaksanakan perumusan kebijakan dan operasional bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan:

Menyusun rencana kerja dan pola operasi penanggulangan dan penanganan
pengungsi;

Membuat peta kajian daerah rawan bencana dan potensi resiko, korban dan
Pembiayaan;

Mengadakan pengamatan dan pemantauan lapangan terhadap daerah rawan
encana;
itigasi terhadap
ahan, penyelamatan dan mi
encegdalam pelaksanaan penanggulangan dan
dur tetap kepada masyarakat;

Memberikan petunjuk teknis p
*Mungkinan terjadinya bencana
Pengendalian bencana sesuai prose




me

a.

-3 -

sngadakan dan mengirimkan pet

: Ugas .
rr:ir;arahkan pada peningkatan Dengr:}tghualrjrmtJ \ pelatina

n d . 4.
eaksi cep an pendidikan yang

personel; at dan kemampuan tiap

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ojep, Ketua dan Ketua Pelak
etua Pelaksana.

Pasal 20
s Kedaruratan dan Logistik sebg

9aimana dj
mpunyai tugas: 3 dimaksud dalam Pasal 14 huruf g

melaksanakan pengarahan dan pembinaan
konflik ~ sosial baik  perencanaan
penanggulangan bencana dan pengungsi:

mengkoordinasikaq pengadaan, penerimaan
bantuan sosial bagi korban bencana dan atau pen

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ke
dan penanganan pengungsi:

melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Ketua Pelaksana.

Penanggulangan bencana atau
pelaksanaan, maupun  evaluasi

Penyiapan dan penyaluran
gungsi:

giatan penanggulangan bencana

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e
mempunyai tugas:

a.

melaksanakan perumusan kebijakan dan penyiapan koordinasi di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi serta kerjasama dan peran serta masyarakat dalam
penanggulangan bencana dan pengungsi;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pasca kebencanaan
dan pengungsi.

melaksanakan hubungan masyarakat, relokasi, perbaikan fasilitas umum;
Melaksanakan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan pengungsi;

melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat di bidang penanggulangan
bencana dan pengungsi:

melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Ketua Pelaksana.

Pasal 22

Sagan struktur organisasi SATLAK PBP tercantum dalam Lampiran Peraturan

alikota inj



BAB v
KEANGGOTAAN
Pasal 23
laksana SATLAK PBP gepg aim i
eﬂlJ:hF;Zkretaris Daerah. S8imana dimaksyq dalam Pasal 14 hyryf 4,
ada
Pasal 24

b S emiliki kemampuan, Pengetahuan, keahian .- 321 Pegawai Negeri Sipi

-yiegritas yang dibutuhkan dalam Penanganan belan' Pengalaman, ketrampilan, dan
in

BAB V|
TATA KERJA

Pasal 25

SATLAK PBP dalam melaksanakan ty

e 9as menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi.

Pasal 26
Pimpinan Pelaksana SATLAK PBP melaksanakan sistem pengendalian intern di
lingkungan masing-masing.

Pasal 27

Pimpinan Pelaksana SATLAK PBP bertanggung jawab -memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan,

Pasal 28

Pimpinan  Pelaksana SATLAK PBP dalam melaksanakan tugas melakukan
Pembinaan dan pPengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

Rapat koordinasi SATLAK PBP diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atay Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

(1) Pembinaan teknis penanggulangan bencana dan pengungsi pada ftingkat

{“asyarakat dilakukan oleh SATLAK PBP secara terpadu dengan instansi teknis
erkait,
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lenggara
awasan penye dg an Penan u
(Z)P'lean sanakan dalam rangka pencapa'angga;nrgan ben_cana dan  pengungsi
g;ncana dan pengungsi. N dan kinerja Penanggulangan

K PBP menyusun laporan en
(3) daf‘r;r IL;/eb\rlsljungsi di Daerah, Penvelenggaraan Penanggulangan bencana

“)

~ waktu dan lokasi kejadian bencana:
. penyebab bencana;

a
b
¢. cakupan wilayah dampak bencana
d. penyebab kejadian bencana:

e

. dampak bencana. (jumlah korban jiwa, pengungsi dan k
serta dampak sosial ekonom; yang ditimbulkan):

f. upaya penanganan yang dilakukan;
g. bantuan yang diperlukan: dan

erusakan/kerugian

h. kendala yang dihadapi.

(6) Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian,
dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi,

(7) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi meliputi
kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan
pascabencana.

8) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan
Masyarakat.

() Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dqna siap pakai,. dan
dana bantyan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaa” SATLAK PBP dalam penanganan bencana dan pengungsli dibebankan
o Nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang

Ntidak mengikat.
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BAB |x
KETENTUAN PENUTp

Pasal 32

at Peraturan Walikota inj berlaky mMmaka

2009 dicabut dan dinyatakan fuy beF’eraturam Walikota Magelang Nomor

da sé@
i rlaku.

53 Tahun
Pasal 33
peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

: rang mengetahuinya memeri t
ar setiap O fintahkan pengundangan Peraturan
filicota ini dengan penempatannya dalam Beritg Daerah Kota Mage?ang.

Ditetapkan di Magelang
padatanggal 13 N Opewier 010

SIGIT WIDYONINDITO

piundangkan di  Magelang
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

B B
AZIS AGUS SURYQATO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 34
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LAMPIRAN
ZginAQT# RAN WALIKOTA MAGELANG
TANGGa, 1 TAHUN 2010
BASA T 13 MNopomber 1010
N SUSUN

GATUAN PELAKSANA PENANGGUngEGANISAm

SATLAK PBP
KETUA
PENGARAH PELAKSANA
INSTANSI/LEMBAGA | | temaoer e e .
TERRAIT KETUA PELAKSANA SATLAK PBP ‘
:
SEKRETARIAT :
)
1
]
1
[}
]
[}
]
1
"
]
1
SEKSI SEKSI SEKSI i
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN REHABILITAS! DAN :
KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK REKONSTRUKSI :
[
;
]
SATGAS

WA A MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO




